KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 31 TAIIUN:2002 SERI:C NOMOR:2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEBANG DAN
PENGANGKUTAN KAYU RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Dacrah mempunyai kewenangan untuk
mengatur retribusi yang potensial untuk meningkatkan
Pendapaian Asli Daerah (PAD) guna mendukung
pelaksanaan otonomi daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Retribusi Izin 'I'ebang dan Pengangkutan Kayu Rakyat.







Mengingat

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah  jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76
T'ambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3419);

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 ftentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3599);

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);







8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

9. Undang-undang nomor 34 Tahun 2000, tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daecrah dan Restrubusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246, 'Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemermiah Kabupaien dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952),

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana pengelolaan Hutan,
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan,
Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemeriniah, dan Rancangan Kepulusan Presiden
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;






Menetapkan

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang
Retribusi Daerah,

16. Keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor
132/KPTS-1/2000  tentang  Pemberlakuan Surat
Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai
pengganti Dokumen Surat Angkutan kayu Bulat (SAKB),
Surat Angkutan Kayu Olah (SAKO) dan Surat Angkutan
Hasii Hutan Bukan Kayu (SAHHB)

17. Peraiuran Daerah Kabupaien Kebumen Nomor 2 Tahun
2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3);

18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor : 75/KPTS - DPRD/2001 tentang
Peraiuran Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kebumen.

Dengan persctujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DALRAII KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG RETRIBUSI IZIN TEBANG DAN
PENGANGKUTAN KAYU RAKYAT.






BAB1I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

)

Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
Bupati adalah Bupati Kebumen

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kebumen.

Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen.
Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kebumen,

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Retribusi adalah pungutan yang dikenakan terhadap kayu rakyat yang
diproduksi oleh pemilik izin tcbang dan pengangkutan kayu rakyat.
Retribusi perizinan tertentu adaiah retribusi atas kegiatan ftertentu

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.






11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan
lainnya.

12. Surat Ketetapan Retribusi Dacerah sclanjutnya disingkat SKRD adalah surat
’ keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang,
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa
denda.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat
SKRDLD aadalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terhutang.

15. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi
sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekuiuan
alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan,

16. Hutan rakyat adalah hutan tanaman yang berada diatas tanah yang dibebani
hak milik maupun hak lainnya diluar kawasan hutan.

17. Kayu rakyat adalah kayn dari pohon yang tumbuh di tanah milik
perorangan atau badan hukum di luar kawasan hutan.

18. Hasil hutan adalah benda-benda hayaii, non hayaii dan lurunannya serla
Jjasa yang berasal dari hutan.

19. Tata Usaha Kayu Hutan adalah suatu tatanan dalam bentuk pencatatan,
penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan
produksi, pembangunan pengukuran, pengumpulan, pengangkutan,
pengolahan, dan peredaran hasil hutan.







20. Izin adalah izin tebang Kayu Rakyat yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Kebumen.

21. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sclanjutnya disingkat SKSHH
adalah dokumen milik Pemerintah Kabupaten Kebumen yang berfungsi
scbagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil

. hutan khususnya yang akan diangkut keluar wilayah Kabupaten Kebumen.

22. Surat Angkut Kayu Lokal selanjuinya disingkat SAKI. adalah dokumen
milik Pemerintah Kabupaten Kebumen yang berfungsi sebagai bukti
legaliias pengangkuian, penguasaan aiau pemilikan hasil hutan khususnya
vang akan diangkut didalam wilayah Kabupaten Kebumen.

BABII
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Tebang dan Pengangkutan Kayu Rakyat dipungut
retribusi terhadap Kayu Rakyat yang akan ditebang dan diangkut.

U Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Kayu Rakyat yang akan ditebang dan diangkut untuk
kepentingan usaha.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Izin Tebang
dan Pengangkuian Kayu Rakyat.







BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Kayu Rakyat digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

‘ BAB 1V

PRINSIP DALLAM PENETAPAN BESARNYA RETRIBUSI
Pasal 6

Prinsip dalam Penciapan dan besamya larip reiribusi didasarkan biaya yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan perizinan.

BAB V
BESARNY A TARIP
Pasal 7

(1) Besamya tarip retribusi Izin Tebang Kavu Rakvat diukur berdasarkan
kubikasi dan jenis kayu sebagai berikut :

a. Kayu Jati = Rp. 10.000,00 / m’

b. Kayu mahoni/Kayu Sono/Kayu Mewah/- — Rp. 7.500,00/m’
' Kayu Mindi

¢. Kayu Rimba dan Daun Jarum = Rp. 4.000,00/m’

d. Kayu Sengon, dan kayu lainnya = Rp. 1.500,00/ n_13

e. Kayu bakar = Rp. 300,00/ m’

(2) Besarnya tarip retribusi penerbitan surat-surat pengangkutan :
a. Surat Angkut Kayu Lokal (SAKL) = Rp. 10.000,00
b. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) = Rp. 25.000,00







BAB VI
WILAY AH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Kebume_:n.

9 BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 9

(1) Pemunguian reiribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 10

(1) Setelah Surat Izin Tebang (SIT) dikeluarkan, maka selambat-lambatnya
satu hari sebelum pencbangan, pemegang SIT wajib melunasi Retribusi.

(2) Retribusi dibayarkan pada petugas yang ditunjuk oleh Bupati.
(3) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah.

BADB IX
KEBERATAN
Pasal 11

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.







10

(2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak SKRD diterbitkan.

Pasal 12

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (cnam) bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang
® diuin

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atan menambah besarnya retribusi yang terhutang

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

BAB X
PENGEMBAITAN KE] EBIHAN PEMBAY ARAN
Pasal 13

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

' (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (cnam) bulan scjak diterimanya
permochenan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat
(1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka wakiu scbagaimana dimaksud ayal (2) ielah dilampaui dan
Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLD harus diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.
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BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasai i4

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setclah melampui

Jangka waktu 3 (tiga ) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi,

' kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang
retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1)
tertangouh apabila:
a. diterbitkan sural leguran alau;
b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung

maupun tidak langsung,
BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi dengan denda scbesar 2% (dua
perseratus) setiap bulan dari retribusi dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB Xiii
KETENTUAN PENYIDIK AN
Pasal 16

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas penyidik tindak pidana,
penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS ) dilingkungan Pemerintah Dacrah yang pengangkatan,
kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesmai dengan
peraiuran perundang-undangan yang beriaku.
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BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

(1) Barang siapa yang meclanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 diancam
Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp
. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

(1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan melakukan penebangan
kayu rakyat wajib memiliki izin tebang dari Bupati.

{(2) Masa beriaku izin tebang maksimai i ( satu ) buian.

Pasal 19

' (1) Setiap kayu rakyat yang diangkut dalam wilayah Kabupaten Kebumen
wajib memiliki Surat Angkut Kayu Lokal (SAKL) yang diterbitkan oleh
Pejabat yang ditunjuk.

(2) Seciiap kayu rakyai yang diangkui keluar wilayah Kabupaien Kebumen
wajib memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) vang
diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

‘ (2) Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Iembaran Daerah
Kabupaien Kebumen

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Oktober 2002

BUPATI KEBUMEN,
ttd
RUSTRININGSIH
@ Diundangkan dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Kebumen Tahun 2002
Nomor 31 Seri C Nomor 2 pada tanggal 5 Nopember 2002.
SEKRETARIS DAERAH
KABUP KEBUMEN

~—

H. SOEHARDI, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 500032375







PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KARUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEBANG DAN
PENGANGKUTAN KAYU RAKYAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dinbah
dengan Undang-undang 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Daerah
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mempunyai kewenangan untuk menggali potensi yang dapat mendukung
Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan memungut retribusi.

Atasdasarpertimbangmterscbut,makamtukmeningkatkm

Pendapatan Asl Daerah ( PAD ) guna menunjang pelaksanaan otonomi

Dacrah maka periu menetapkan Peraturan Daerah tentang Refribusi Izin
Tebang dan Pengangkutan Kayu Rakyat.

II. PENJCLASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4

: Cukup jelas.
: Cukup jeias.
: Cukup jelas,
: Cukup jelas.







Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
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